
 
 
 

  
 

BUPATI NGAWI 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR  14  TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

TARIF PELAYANAN KESEHATAN 
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NGAWI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NGAWI, 

 
Menimbang : a.   bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 
Layanan Umum Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian 
terhadap tarif yang diberlakukan pada Rumah Sakit Umum 
Daerah di Kabupaten Ngawi; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan 
kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten 
Ngawi yang berkualitas sesuai dengan mutu pelayanan 
Rumah Sakit di masa sekarang dan untuk mengimbangi 
beban pelayanan kesehatan maka perlu menetapkan tarif 
pelayanan kesehatan berdasarkan situasi dan konsidi sosial 
ekonomi terkini; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Ngawi. 

 

Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022             
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009        
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009        
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 5072); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 
diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 13                 
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Nomor 5256); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang    
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74    
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang 
Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213). 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NGAWI. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

2. Bupati adalah Bupati Ngawi. 

3. Direktur adalah Direktur RSUD di Kabupaten Ngawi. 
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4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD 
di Kabupaten Ngawi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah. 

5. Tarif adalah nilai/imbalan atas jasa yang diberikan oleh  RSUD  Kabupaten 
Ngawi termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dengan tujuan 
untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang harus dikeluarkan 
oleh  RSUD dalam operasionalnya di luar biaya Bahan Habis Pakai yang 
digunakan. 

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan 
kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau 
Pelayanan Kesehatan lainnya. 

7. Pelayanan Medis adalah pelayanan bersifat individu yang diberikan oleh 
tenaga medis berupapemeriksaan, pelayanankonsultasi dan tindakan. 

8. Pelayanan Keperawatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan 
oleh paramedis keperawatan kepada seseorang selama dirawat di rumah 
sakit. 

9. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasienuntuk 
membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya. 

10. Pelayanan Farmasi adalah semua proses yang dilakukan oleh apoteker dan 
tenagatekniskefarmasiandi instalasi farmasi mulai pengadaan sampai 
pendistribusian dan pengontrolan pemakaian obat di RSUD. 

11. Pelayanan rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan kepada 
pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi 
wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta 
rehabilitasi lainnya. 

12. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang 
meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh 
petugas RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan 
kepentingan proses pengadilan. 

13. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan individu yang diberikan dalam 
bentuk konsultasi psikologi, konsultasi gizi, dan/atau konsultasi lainnya. 

14. Tindakan Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan 
pembiusan umum atau pembiusan lokal dengan tujuan untuk pengobatan, 
diagnostik, pemasangan alat untuk meringankan keparahan penyakit 
dan/atau kepentingan lainnya. 

15. Tindakan Non Operatif adalah tindakan invasiftanpa pembedahan 
dan/atau non invasif dengan cara-cara tertentu dengan tujuan untuk 
pengobatan, diagnostik, pemasangan alat untuk meringankan keparahan 
penyakit dan atau kepentingan lainnya. 

16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, 
Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medis dan pelayanan kesehatan 
lainnya tanpa menginap di  RSUD dengan sarana dan prasarana sesuai 
standar. 



5 

17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk Observasi, 
Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan 
lainnya dengan menginap di  RSUD. 

18. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh 
korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan 
nyawa dan pencegahan kecacatan.  

19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh  RSUD atas pemakaian 
fasilitas yang digunakan langsung dan tidak langsung dalam rangka 
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pemeriksaan 
laboratorium serta pelayanan kesehatan lainnya. 

20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas 
jasa yang diberikan kepada individu pasien dalam rangka Pelayanan medis, 
pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya sesuai dengan 
tingkat kompetensi masing-masing pemberi layanan. 

21. Visite adalah aktivitas dokter untuk mengunjungi pasien dalam upaya 
pengawasan medis. 

22. Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari 
rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan 
khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien- 
pasien yang menderita penyakit dengan disertai penyulit-penyulit yang 
mengancam jiwa dengan prognosis dubia. 

23. Neonatal Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah suatu 
bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan 
perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan 
terapiintensif pasien-pasien bayi baru lahir (usia 0-28 hari) yang menderita 
penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan 
prognosis dubia. 

24. Pediatric Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat PICU adalah suatu 
bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan 
perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan 
terapiintensifpasien anak yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-
penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia. 

25. High Care Unit yang selajutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan 
khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus 
berdasarkan indikasi medis. 

26. Resume medis adalah ringkasan yang dibuat oleh tenaga medis yang 
melakukan perawatan pasien yang memuat identitas pasien, diagnosa 
masuk dan indikasi pasien dirawat, ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan 
penunjang medis, diagnosa akhir/definitif, pengobatan dan tindak lanjut 
disertai nama dan tanda tangan tenaga medis yang melakukan perawatan. 
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BAB II 
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF 

Pasal 2 
 

Kegiatan pada  RSUD, yang dapat dikenakan tarif adalah: 

a. kegiatan pelayanan; dan 
b. kegiatan non pelayanan. 
 

Bagian Kesatu 
Kegiatan Pelayanan 

Pasal 3 
 

Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 
dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat 
pelayanan. 
 

Paragraf 1 
Jenis Pelayanan 

Pasal 4 
 

(1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: 

a. pelayanan medis; dan 
b. pelayanan penunjang medis. 

(2) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: 

a. pemeriksaan medis dan pelayanan konsultasi; 
b. visite dan pelayanan konsultasi; 
c. tindakan operatif, dibedakan atas: 

1) tindakan operatif kecil; 
2) tindakan operatif sedang; 
3) tindakan operatif besar; dan 
4) tindakan operatif khusus. 

d. tindakan non operatif, dibedakan atas: 
1) tindakan non operatif kecil; 
2) tindakan non operatif sedang; 
3) tindakan non operatif besar; dan 
4) tindakan non operatif khusus. 

e. persalinan, dibedakan atas: 
1) persalinan normal; 
2) persalinan dengan tindakan pervaginam; dan 
3) persalinan bayi baru lahir. 

(3) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
terdiri dari: 

a. pelayanan laboratorium, terdiri dari: 
1) pemeriksaan patologi klinik; 
2) pemeriksaan patologi anatomi;  
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3) pemeriksaan mikrobiologi klinik; dan 
4) pemeriksaan parasitologi klinik. 

b. pelayanan radiodiagnostik; 
c. pelayanan rehabilitasi medis, terdiri dari: 

1) pelayanan rehabilitasi medis; 
2) pelayanan rehabilitasi psikososial; dan 
3) pelayanan ortotik/prostetik. 

d. pelayanan darah; 
e. pelayanan farmasi, terdiri dari: 

1) pelayanan farmasi klinis; dan 
2) pelayanan farmasi non klinis. 

f. pelayanan gizi; 
g. pemulasaraan jenazah, terdiri dari: 

1) perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah; 
2) konservasi jenazah; 
3) bedah mayat; dan 
4) pelayanan lainnya. 

h. pelayanan penunjang medis lainnya antara lain: 
1) mobil ambulan; 
2) mobil jenazah; 
3) incenerator; 
4) pengelolaan limbah cair; 
5) sterilisasi alat dan laundry (cssd); dan 
6) pelayanan penunjang medis lainnya. 

(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, 
huruf f dan huruf j, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan. 

(5) Pelayanan sebagaimana pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf g,    
masing-masing unit pelayanan dapat memberikan pelayanan tersendiri. 

 
Paragraf 2 

Tempat Pelayanan 

Pasal 5 
 

Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: 

a. Rawat jalan, terdiri dari: 
1. poli antara lain: 

a) poli gigi dan mulut; 
b) poli penyakit dalam; 
c) poli paru; 
d) jantung dan pembuluh darah; 
e) poli anak; 
f) poli penyakit syaraf; 
g) poli penyakit kulit dan kelamin; 
h) poli kesehatan jiwa; 
i) poli nyeri intervensi; 
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j) poli andrologi; 
k) poli bedah terdiri dari: 

1) bedah umum; 
2) bedah anak; 
3) bedah orthopedi; 
4) bedah syaraf; dan 
5) bedah vaskuler. 

l) poli urologi; 
m) poli giziklinik; 
n) poli obstetri ginekologi; 
o) poli telinga hidung dan tenggorokan; 
p) poli mata; dan 
q) poli vct dan cst. 

2. kamar operasi one day care; 
3. rawat rehabilitasi; 
4. unit hemodialisis; dan 
5. unit pelayanan rawat jalan lainnya. 

b. rawat inap, terdiri dari: 
1. ruang perawatan: 

a) non kelas rawat inap standar; 
b) kelas III; 
c) kelas II; 
d) kelas Rawat Inap Standar; 
e) kelas I; 
f) VIP; 
g) VVIP; dan 
h) Ruang Isolasi. 

2. Kamar bersalin; 
3. rawat intensif: 

a) Ruang Pemulihan; 
b) HCU; 
c) ICU; dan 
d) PICU/NICU. Rawat Darurat, terdiri dari: 

4. rawat gawat darurat; dan 
5. pelayanan obstetri neonatal esensial komprehensif. 

 
Bagian Kedua 

Kegiatan Non Pelayanan 

Pasal 6 
 

Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri 
dari: 

a. pendidikan dan pelatihan, meliputi: 
1) magang; 
2) orientasi; 
3) studi banding; 
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4) praktek lapangan; dan 
5) kegiatan pendidikan dan pelatihan lain. 

b. penelitian, meliputi: 
1) penelitian kesehatan; dan 
2) penelitian non kesehatan. 

c. kegiatan penunjang lainnya, antara lain: 
1) sewa lahan/alat/ruang; 
2) parkir; 
3) kantin; dan 
4) kerjasama operasional. 

 
BAB III 

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF 

Bagian Kesatu 
Komponen Tarif 

Pasal 7 
 

(1) Tarif  RSUD  Kabupaten Ngawi untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan 
berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, 
rawat inap, rawat darurat dan unit pelayanan tersendiri. 

(2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
imbalan yang diterima oleh  RSUD atas pemakaian akomodasi yang 
diperhitungkan meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, tidak 
termasuk gaji pegawai Aparatur Sipil Negara dan obat maupun bahan 
pakai habis. 

(3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang 
diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan 
penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya. 

(4) Tarif  RSUD untuk kegiatan non pelayanan diperhitungkan berdasarkan 
komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Kedua 

Perhitungan Tarif 

Pasal 8 
 

(1) Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan Rawat 
Jalan sesuai dengan titik impas (break event point). 

(2) Perhitungan tarif rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. non kelas rawat inap standar ditetapkan lebih kecil dari kelas III (tiga); 
b. kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua); 
c. Kelas II (dua) ditetapkan sesuai titik impas (break event point);  
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d. kelas rawat inap standar ditetapkan sama dengan kelas II (dua); dan 
e. kelas I, VIP, dan VVIP ditetapkan lebih besar dari kelas II (dua) dengan  

besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan. 

(3) Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas 
dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan. 

(4) Perhitungan tarif unit pelayanan tersendiri ditetapkan lebih besar dari titik 
impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan. 
 

Pasal 9 
 

(1) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan dihitung dari jumlah biaya 
sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam l(satu) 
tahun. 

(2) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing- 
masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing 
sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun. 

(3) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya 
sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun. 
 

Pasal 10 
 

(1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan memperhitungkan masukan 
dari berbagai unsur pelayanan di  RSUD. 

(2) Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus 
diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.  

(3) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (2) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan. 
 

Pasal 11 
 

Tarif untuk kegiatan non pelayanan berupa pendidikan, pelatihan dan 
penelitian dihitung dari total biaya pendidikan, pelatihan dan penelitian dibagi 
jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam 1 (satu) tahun. 
 

Pasal 12 
 

Dalam hal  RSUD  melakukan kerjasama operasional dengan mitra kerjasama 
operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang 
dihasilkan dari kerjasama operasional sesuai ketentuan peraturan     
perundang-undangan dan tidak melebihi tarif dalam Peraturan Bupati ini. 
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BAB IV 
BESARAN TARIF 

Pasal 13 
 

(1) Besaran tarif kegiatan pelayanan dan non pelayanan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling 
lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan 
memperhatikan perkembangan kebutuhan, perkembangan pelayanan, 
indeks harga dan perkembangan perekonomian. 
 

BAB V 
PEMANFAATAN TARIF 

Pasal 14 
 

(1) Imbalan  RSUD yang berasal dari komponen jasa sarana dimanfaatkan 
untuk: 

a. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum yang ada di 
seluruh lingkungan  RSUD; 

b. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan 
tempat layanan  RSUD dilakukan; 

c. biaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk 
mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan  RSUD; 

(2) biaya operasional  RSUD  Kabupaten Ngawi, termasuk belanja pegawai non 
Aparatur Sipil Negara pada  RSUD. 

(3) Imbalan  RSUD yang berasal dari komponen jasa pelayanan dimanfaatkan 
untuk: 

a. biaya jasa pelayanan langsung, yang terdiri dari : 
1)   jasa medis; 
2)   jasa keperawatan; dan 
3)   jasa tenaga kesehatan non keperawatan yang melayani pasien 

secara langsung. 
b. biaya jasa pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari : 

1)   jasa higiene dan sanitasi; dan 
2)   jasa pemelihara peralatan medis dan diagnostik. 
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BAB VI 
PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN 

Pasal 15 
 

(1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif kegiatan 
pelayanan untuk pasien dalam kondisi atau situasi tertentu, dengan 
memperhitungkan kemampuan keuangan RSUD dan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembebasan sebagaian atau seluruh tarif kegiatan pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Instruksi 
Bupati. 

(3) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 

a. Pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi 
banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir dan 
gunung meletus; 

b. Kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru hara yang mengakibatkan 
sarana, prasarana dan peralatan kesehatan menjadi rusak; 

c. Kejadian yang termasuk dalam resiko medik dan kejadian tidak 
diinginkan; atau 

d. Pelayanan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah 
perbatasan, daerah bermasalah kesehatan dengan kriteria tertentu. 
 

BAB VII 
PENJAMINAN PASIEN TIDAK MAMPU 

Pasal 16 
 

(1) Penjaminan Pelayanan Kesehatan di  RSUDbagi pasien tidak mampu diluar 
Penerima Bantuan Iuran Pusat, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Ngawi. 

(2) Ketentuan mengenai penjaminan pasien tidak mampu sebagaimana pada 
ayat (1),dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VIII 

PENAMBAHAN JENIS DAN TARIF LAYANAN 

Pasal 17 
 

(1) Penambahan jenis layanan baru beserta tarif layanan yang belum 
tercantum dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan dalam Keputusan 
Direktur dengan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan KabupatenNgawi. 

(2) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai 
dengan ditetapkannya Peraturan Bupati penyesuaian tarif RSUD. 

(3) Peraturan Bupati penyesuaian tarif RSUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 
ditetapkannya Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi 
Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 

Pasal 19 
 

Pada Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi. 
 
 
        Ditetapkan di Ngawi 
        pada tanggal 6 Pebruari 2023 

        BUPATI NGAWI, 
 
         ttd 
       
 ONY ANWAR HARSONO 
 
 
 
Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal 6 Pebruari 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, 
 
   ttd 
 
 
       MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 14 
 
 












































































